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Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kategori
pekerja untuk pelaut perikanan di kapal berbendera asing berdasarkan ketentuan
ketenagakerjaan Indonesia. Tujuan lainnya dari penelitian hukum ini untuk
mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Pelaut Perikanan
Indonesia di Kapal Berbendera Asing berdasarkan Peraturan Perundang undangan
mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia. Peneliti juga memberikan saran untuk
Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia didalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian normatif yang bersifat
deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu peneliti
meneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan bahan
hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik
dokumentasi dengan alat studi dokumen Data yang diperoleh dan dianalisis oleh
Peneliti secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Peneliti yaitu, Pertama, Pelaut Perikanan Indonesia yang tidak
memiliki dokumen administrasi lengkap untuk bekerja sebagai Pelaut Perikanan
Indonesia tetap merupakan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Peraturan
Ketenagakerjaan Indonesia; Kedua, Perlindungan hukum yang diberikan kepada
Pelaut Perikanan Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap tetap harus
ditegakkan baik dari kementerian ketenagakerjaan, kementerian perhubungan ataupun
kementerian kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan memang kelemahan aturan
ketenagakerjaan Indonesia yang masih tumpang tindih.
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ABSTRACT

Legal Protection of Indonesian Fisherman In a Foreign Flagged Vessels
Based on Perspective Indonesian Labor Regulations

By:
Afani Widiati®, Ari Hernawan*

This legal research aims to find out and analyze the categories of workers for fishers
on foreign-flagged vessels based on Indonesian labor provisions. Another objective
of this legal research is to analyze the legal protection of Indonesian fishers on
Foreign Flagged Vessels based on the labor regulation in Indonesia. Researcher also
provide suggestions for Indonesian labor regulation in this research.

Research conducted by researchers is descriptive normative research. The researcher
uses the normative juridical research method, the researcher examines the literature
study method using primary, secondary or tertiary legal materials. This research was
carried out with a documentation technique with study tools document data obtained
and analyzed by researchers in a qualitative manner and presented descriptively.

The conclusions of the research that have been conducted based on research
conducted by the Researchers are, First, the Indonesian fishers who do not have
complete administrative documents to work as Indonesian fishers are still Indonesian
Workers based on Indonesian labor regulations; Second, the legal protection given to
Indonesian fishers who do not have complete documents must still be upheld from
the ministry of labor, the ministry of transportation or the ministry of maritime affairs
and fisheries. This is because it is indeed a weakness of Indonesia's overlapping labor
regulations.

Keywords: Legal Protection, Fishers, Foreign-flagged Vessels, Labor

3 Student of Magister Faculty Law Gadjah Mada University
4 Lecture of Magister Faculty Law Gadjah Mada University

vii



